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Kata Pengantar 

LKj merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang pada Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih teknis, LKj disusun dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Secara rinci LKj 

ini memuat uraian secara garis besar tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, perencanaan kinerja, 

capaian kinerja setiap sasaran kegiatan strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, serta analisis kinerja dan realisasi 

anggaran. 

Lkj Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 diharapkan dapat memberi informasi yang komprehensif kepada 

pihak-pihak terkait dan masyarakat pada umumnya. Ke depan LKj ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

penyempurnaan rencana dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial. 

  

            Jakarta,      Januari 2020 

             Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial 

            

 

            Pepen Nazaruddin 

KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur kami panjatkan atas limpahan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial Tahun 2019 selesai disusun tepat pada waktunya. Laporan 

Kinerja (LKj) merupakan bagian dari transparansi pemerintah dan 

wujud akuntabilitas dalam kerangka mencapai good governance dan 

menuju cita-cita menjadi world class government pada 2024. 
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Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial memberikan informasi capaian kinerja selama tahun 2019 yang dapat dilihat dari 2 sasaran 

strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2019. Capaian kinerja tersebut dapat diukur melalui 5 indikator kinerja (IK). 

 

 

 

 

     

RINGKASAN  
EKSEKUTIF 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial yang 

partisipatif 

Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

IK 1 
Target: 

70% 

Realisasi: 
100% 

Capaian: 
142.86% 

Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

IK 2 
Target: 

80% 

Realisasi: 

99.33% 
Capaian: 

124.16% 

Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang 
dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

IK 3 
Target: 

75% 

Realisasi: 

133.63% 
Capaian: 

178.18% 

Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam 
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial 

IK 4 
Target: 

1% 

Realisasi: 

12.99% 
Capaian: 

1.299% 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya kemandirian 

warga KAT dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar 

Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya 

IK 5 
Target: 

45.55% 

Realisasi: 

97.57% 
Capaian: 

214.20% 

Realisasi Anggaran 

Tahun 2019 

Realisasi 2019 
Rp505.989.236.755,- 

Alokasi 2019 
Rp522.514.236.000,- 

96,84% 

RINGKASAN EKSEKUTIF  
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Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan warga negara yang belum diregistrasi dan  masuk dalam kategori kelompok rentan. Warga KAT pada umumnya 
belum dapat  memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). 

 

 

SLRT adalah Sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola 

program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. 

 

 
Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam 
komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama laindalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

 

 

 

TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial 
kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah 

penugasan di kecamatan 

 

 

 

 

 

Program  

PRIORITAS NASIONAL 
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 

Komunitas Adat Terpencil 

Sistem Layanan Rujukan Terpadu 

Pusat Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Target   : 2.099 KK 

Realisasi: 1.997 KK 

95.14% 100% 
100% 100% 

Target   : 150 Kab/Kota 

Realisasi: 150 Kab/Kota 

Target   : 300 Desa/Kel 

Realisasi: 300 Desa/Kel 

Target   : 7.201 org 

Realisasi: 7.201 org 

Pemberdayaan KAT Penumbuhan & Pengembangan 

SLRT 

Penumbuhan & Pengembangan 

Puskesos 

Pemberdayaan TKSK 

PROGRAM PRIORITAS 
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A. LATAR BELAKANG 
 

 
 

 

   

Laporan Kinerja Tahun 2019 mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Organiasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018, Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial. 

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial harus menerapkan asas akuntabilitas. Setiap kegiatan 

yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial harus 

dipertanggungjawabkan kepada stakeholder sesuai dengan rencana kerja 

yang telah ditetapkan serta berdasarkan penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN).  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan 

Kinerja (LKj).  

 

Pemberdayaan sosial dimaksudkan 

untuk memberdayakan seseorang, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat yang mengalami 

masalah kesejahteraan sosial agar mampu 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. dan 

meningkatkan peran serta lembaga dan/atau 

perseorangan sebagai potensi dan sumber 

daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial. 

LKj ini sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, 

kegiatan, dan anggaran selama Tahun 2019 dan sebagai sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam 

peningkatan kinerja tahun berikutnya.  

 

LKj Tahun 2019 menyajikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

 

 

Uraian singkat 

organisasi 
Rencana dan target 

kinerja yang 

ditetapkan 

Hasil capaian dan 

analisis kinerja untuk 

setiap sasaran 

strategis atau hasil 

program 

Perbandingan 

capaian dengan 

tahun sebelumnya 

Program Inovasi 

Tahun 2019 

Alokasi dan Realisasi 

Anggaran 

PENDAHULUAN 

#3-9 

#11-16 

#17-42 

#44-49 

#17-42 

#50-57 
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Tugas 

Fungsi 

B. GAMBARAN UMUM 

ORGANISASI.  

 

1. Kedudukan  

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah Unit Kerja Eselon I di 

Kementerian Sosial dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI. 

 

2. Tugas  dan Fungsi  

 

 

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Sosial, Pasal 322)  

 

 

 

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, 

keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah 

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai 

potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat 

terpencil; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, 

keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah 

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai 

potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat 

terpencil;  

 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan 

masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan 

lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber 

daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan 

masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan 

lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya 

kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan 

sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang 

mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau 

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan 

sosial, serta komunitas adat terpencil; 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, Pasal 323 Ayat (1))  

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial  

menyelenggarakan fungsi di bidang kepahlawanan, 

keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial. 
(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 

Pasal 323 Ayat (2)).  

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga 

melaksanakan program di bidang Sistem Layanan 

Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial 

dalam rangka menjamin pelaksanaan perlindungan 

sosial dan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran 

sebagaimana tercantum dalam Permensos Nomor 22 Tahun 2018. 

PENDAHULAUN 
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PENDAHULUAN 

3. Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial yang telah diubah terakhir dengan 

Permensos Nomor 22 Tahun 2018, struktur organisasi 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

C. ASPEK ISU  
  STRATEGIS 

 

 

 
 

ü Melaksanakan fungsi Kementerian Sosial RI di bidang pemberdayaan sosial melalui perumusan, 

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan.  

ü Merupakan satu-satunya unit kerja secara nasional yang memberikan pandangan, pemikiran, dan 

konsep di bidang pemberdayaan sosial.  

ü Memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Menteri Sosial terkait norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial baik perseorangan dan lembaga, komunitas 

masyarakat, penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial 

maupun pengelolaan sumber dana bantuan sosial dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh 

para stakeholdernya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian 

Presiden. 

ü Memberikan konstribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional seperti 

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Pemberdayaan 

Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

ü Membantu Sekretaris Jenderal melalui biro perencanaan dalam proses manajemen mulai dari 

proses formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan terminasi kebijakan di bidang 

pemberdayaan sosial 

ü Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan program kesejahteraan sosial pada UKE I lain dalam hal 

penyiapan SDM dan Lembaga dalam bentuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dalam 

kerangka partisipasi sosial 

ü Berperan dalam menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan 

kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan sosial maupun bidang kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial 

ü Mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang, rapat atau pertemuan di 

bidang pemberdayaan sosial yang dihadiri atau tidak dihadiri oleh Menteri serta menyiapkan 

alternatif keputusan yang akan diambil 

1. Aspek Peran dan Fungsi 

Aspek Isu 

Strategis 1 

2 

3 
4 

5 
Peran & Fungsi 

Sumber Daya 

Manusia 

Keuangan dan 

Anggaran 

Tata Laksana 

Sarana & Prasana 
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PENDAHULUAN 

 

Sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam keberhasilan 

kinerja di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial 

untuk mencapai target sesuai 

Rencana Kinerja Tahun 2019 yang 

telah ditetapkan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai Ditjen Pemberdayaan 

Sosial  Per 31 Desember 2019 

299 orang 
 

50

36
32 34

56

Sekretariat Dit.PSPKKM Dit.PKAT Dit.PSDBS Dit.K2KRS

ü Pegawai Ditjen Pemberdayaan Sosial berdasarkan satuan kerja 

ü Pegawai PNS Ditjen Pemberdayaan Sosial berdasarkan Jabatan  

1 5
20

47

7

128

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf

ü Pegawai PNS Ditjen Pemberdayaan Sosial berdasarkan jenjang pendidikan 

ü Pegawai PNS Ditjen Pemberdayaan Sosial berdasarkan jenis 

kelamin 

Aspek Sumber Daya Manusia 

94

114

Perempuan

Laki-Laki

SD : 2 orang 

SMP : 11 orang 

SMA : 38 orang 

DIII : 24 orang 

DIV : 16 orang 

S1    : 69 orang 

S2    : 46 orang 

S3    : 2 orang 

69,57%;
208 Org

30,43%;
91 Org

PNS

PPNPN



LKj2019Dayasos 

6  

 
PENDAHULUAN 

 

Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah mengalami 

perubahan dari alokasi awal. Perubahan alokasi tersebut dikarenakan 

adanya beberapa perubahan diantaranya: 

¶ Proses registrasi dan pengesahan penggunaan Dana Hibah Dalam 

Negeri pada DIPA Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 

sebesar Rp83.151.626.000,-. (Sesuai dengan PMK Nomor 

230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, pada pasal 13 ayat 1). 

¶ Realokasi anggaran pada Dit. K2KRS untuk perluasan area makam 

TMPN Utama Kalibata Tahap II sebesar Rp10.000.000.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Keuangan dan Anggaran 

 

Alokasi Anggaran  

Ditjen Pemberdayaan Sosial  2019 

Rp522.514.236.000,- 

Rp429.362.610.000,- 

Rp433.281.690.000,- 

Rp448.775.961.000,- 

Rp458.775.961.000,- 

Rp473.499.305.000,- 

Rp488.756.045.000- 

Alokasi 

Anggaran 
Pengesahan  

Hibah I  
Rp3.919.080.000,- 

Pengesahan  
Hibah II 

Rp15.494.271.00

0,- 

Realokasi Anggaran 

TMPN Utama  
Rp10.000.000.000,- 

Pengesahan  
Hibah III 

Rp14.723.344.00

0,- 

Pengesahan 
Hibah IV 

Rp15.256.740.000

,- 

Rp522.514.236.000,- 

+ 6.91% 

Pengesahan 
Hibah V 

Rp33.758.191.000,

- 

+ 0.91% 
+ 3.58% 

+ 2.23% 

+ 3.21% 

+ 3.22% 
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PENDAHULUAN 

      

Dalam upaya melaksanakan tugas 

dan fungsi organisasi untuk 

mencapai  tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien, 

Direktorat Jenderal  Pemberdayaan 

Sosial menetapkan suatu tata cara 

pelaksanaan organisasi  dalam hal 

Standar Operasional Prosedur (SOP), 

mekanisme kerja maupun sistem 

kerja. Adapun tata laksana yang ada 

di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial antara lain: 

¶ Struktur , yakni prosedur atau tata cara yang mengatur  

hubungan kerja antar unit dan antar hirarki dalam  organisasi, seperti 

koordinasi, komunikasi dan  pertanggungjawaban, contohnya SOP 

Laporan Kinerja  

¶ Sumber daya, yakni prosedur pemanfaatan sumber daya dalam 

organisasi, seperti prosedur penggunaan keuangan, pemanfaatan 

bahan kerja, contohnya SOP Penatausahaan Perbendaharaan dan 

Pembukuan   

¶ Pegawai, yakni prosedur terkait pengaturan waktu, dan sikap 

perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan/tugas, contohnya 

SOP Permohonan Cuti, SOP Pengusulan tanda Kehormatan Satya 

Lencana  Karya Satya     

¶ Stakeholders, yakni prosedur terkait pengaturan interaksi dalam 

proses pemberian pelayanan kepada stakeholders organisasi, 

seperti pedoman standar pelayanan, tata cara penanganan 

keluhan contoh SOP Media Informasi Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial 

¶ Governance process, yakni tata cara pengambilan keputusan 

dalam organisasi, contoh SOP Pengusulan Rancangan Keputusan 

Menteri Sosial.   

 

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup 

upaya peningkatan sarana dan prasarana 

pendukung yang dibutuhkan oleh Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi sehari-hari, serta guna efisiensi, 

efektivitas dan akuntabelnya pelaksanaan program pemberdayaan sosial. 

Selain ruangan, perlengkapan dan alat pengolah data di kantor serta 

kendaraan dinas, sarana dan prasarana pendukung lainnya antara lain:   

1. Laman informasi kegiatan program 

pemberdayaan sosial melalui website 

(www.sikapdaya.kemsos.go.id), Instagram 

(@ditjendayasos), facebook (Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial), twitter 

(@ditjendayasos) dan Youtube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Tata Laksana 

Tahun 2019  

1 dokumen SOP telah disusun dan 

ditetapkan dalam upaya mendukung 

mekanisme dan tata laksana 

organisasi 

Aspek Sarana dan Prasarana 

Halaman informasi sikapdaya.kemsos.go.id 

Akun Instagram 

Ditjen Dayasos 

Akun Twitter 

Ditjen Dayasos 
Akun Facebook 

Ditjen Dayasos 
Akun Youtube 

Ditjen Dayasos 
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2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2. Fasilitas pelayanan izin UGB dan 

PUB secara online melalui 

https://simppsdbs.kemsos.go.id 

3. Implementasi aplikasi e-SABi 

4. Aplikasi SIKS-NG Modul SLRT 

5. Laman informasi dan update 

data kepahlawanan melaui 

website 

https://direktoratk2krs.kemsos.

go.id 

6. e-Letter sebagai penunjang 

kinerja 

https://simppsdbs.kemsos.go.id/
https://direktoratk2krs.kemsos.go.id/
https://direktoratk2krs.kemsos.go.id/
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PENDAHULUAN 

D. ISU STRATEGIS  

ORGANISASI 
 

Permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah sebagai 

berikut  

a. Isu Strategis Mikro  

 

 

b. Isu Strategis Makro 

Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat 

Kesejahteraan Sosial. 

 
Perluasan Areal / Lahan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN) 

Utama Kalibata, Pengembangan MPN sebagai Destinasi Wisata, 

dan Relokasi MPN di Timur Leste. 

 
Pola baru Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 

 

Peningkatan partisipasi Dunia Usaha atau CSR dalam 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

 

Uji coba penerapan program Kewirausahaan Sosial. 

E. SISTEMATIKA 
PENYAJIAN  

 

Sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 

Tahun 2014, sebagai berikut: 

 IKHTISAR EKSEKUTIF  

berisi uraian singkat singkat sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 

dan hasil capaiannya 

 BAB I PENDAHULAN 

berisi latar belakang, penjelasan umum organisasi, apsek isu strategis 

dan isu strategis 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

berisi perjanjian kinerja Tahun 2019. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

berisi hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Tahun 2019 dan 

analisisnya, realisasi kinerja RPJMN 2015-2019, faktor pendukung 

keberhasilan kinerja, capaian anggaran dan evaluasi secara umum. 

 BAB IV PENUTUP 

berisi kesimpulan dan saran. 

  

Pemanfaatan Sistem 

Informasi 
Peningkatan kapasitas 

SDM 



LKj2019Dayasos 

10  
 

 

  



LKj2019Dayasos 
 

 11 
 

 

  

BAB II  
PERENCANAAN KINERJA 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

11 
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PERENCANAAN KINERJA 

PERENCANAAN 
STRATEGIS 

1. Visi dan Misi 

Visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial diarahkan 

untuk mendukung visi pembangunan nasional tahun 2015-

2019 yang juga merupakan visi Kementerian Sosial yaitu:  

 

Ȱ4ÅÒ×ÕÊÕÄÎÙÁ )ÎÄÏÎÅÓÉÁ ÙÁÎÇ ÂÅÒÄÁÕÌÁÔȟ ÍÁÎÄÉÒÉ ÄÁÎ ÂÅÒËÅÐÒÉÂÁÄÉÁÎ 

berlandaskan ÇÏÔÏÎÇ ÒÏÙÏÎÇȱ. 

 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengarahkan visinya pada: 

Ȱ4ÅÒ×ÕÊÕÄÎÙÁ ËÅÍÁÎÄÉÒÉÁÎ ÄÁÎ ÐÁÒÔÉÓÉÐÁÓÉ ÓÏÓÉÁÌ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔ ÙÁÎÇ 

dilandasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan 

ÓÏÓÉÁÌȱ 

 

Visi tersebut dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan, yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Misi nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, 

khususnya pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah misi 

nomor 4, yaitu: 

Ȱ-Å×ÕÊÕÄËÁÎ ËÕÁÌÉÔÁÓ ÈÉÄÕÐ ÍÁÎÕÓÉÁ )ÎÄÏÎÅÓÉÁ ÙÁÎÇ ÔÉÎÇÇÉȟ ÍÁÊÕȟ ÄÁÎ 

ÓÅÊÁÈÔÅÒÁȢȱ 

Misi tersebut selanjutnya disinergikan dengan Nawacita, yaitu: 

1. Nawacita nomor 3 Ȱ-ÅÍÂÁÎÇÕÎ )ÎÄÏÎÅÓÉÁ ÄÁÒÉ ÐÉÎÇÇÉÒÁÎ ÄÅÎÇÁÎ ÍÅÍÐÅÒËÕÁÔ 

daerah-ÄÁÅÒÁÈ ÄÁÎ ÄÅÓÁ ÄÁÌÁÍ ËÅÒÁÎÇËÁ ÎÅÇÁÒÁ ËÅÓÁÔÕÁÎȱ;  

2. Nawacita No. 5 Ȱ-ÅÎÉÎÇËÁÔËÁÎ ËÕÁÌÉÔÁÓ ÈÉÄÕÐ ÍÁÎÕÓÉÁ ÄÁÎ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔ 

)ÎÄÏÎÅÓÉÁȱ;  

3. Nawacita No. 9 Ȱ-ÅÍÐÅÒÔÅÇÕÈ ËÅÂÈÉÎÅËÁÁÎ ÄÁÎ ÍÅÍÐÅÒËÕÁÔ ÒÅÓÔÏÒÁÓÉ ÓÏÓÉÁÌ 

)ÎÄÏÎÅÓÉÁ ÍÅÌÁÌÕÉ ÐÅÎÇÕÁÔÁÎ ËÅÂÈÉÎÅËÁÁÎ ÄÁÎ ÍÅÎÃÉÐÔÁËÁÎ ÒÕÁÎÇ ÄÉÁÌÏÇȱ. 

Menindaklanjuti misi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial melakukan upaya-upaya antara lain: 

1. Meningkatkan kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil;  

2. Meningkatkan peran serta sumber daya sosial dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial;  

3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan rasa 

kebangsaan; serta  

4. Meningkatkan kesetiakawanan dan restorasi sosial. 

Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan 

Pemberdayaan Sosial, 

Perorangan, Keluarga 

dan Kelembagaan 

Masyarakat 

Melaksanakan 

pemberdayaan Komunitas 

Adat Terpencil 

Melaksanakan Penanaman Nilai 

Kepahlawanan, Keperintisan, 

Kesetiakawanan dan Restorasi 

Sosial; 

Mengelola sumber dana 

bantuan sosial untuk 

kesejahteraan masyarakat 

utamanya Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya 
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TUJUAN 

PERJANJIAN 

KINERJA 

PERENCANAAN KINERJA 

2. Tujuan Organisasi 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam periode 2015-2019 memiliki 

tujuan yakni:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang 

berisikan penugasan untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 disusun 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan 

Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima 

dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja aparatur; 

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 

pencapaian  tujuan dan sasaran organisasi 

Sebagai dasar pemberian penghargaan dan 

sanksi; 

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk 

melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah 

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran 

kinerja pegawai 

Meningkatnya kualitas 

hidup dan akses terhadap 

pemenuhan kebutuhan 

dasar komunitas adat 

terpencil. 

Meningkatnya kepedulian 

dan kemampuan 

masyarakat, lembaga 

kesejahteraan sosial dan 

dunia usaha dalam 

penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

Terbangunnya karakter 

masyarakat yang cinta 

tanah air.  

Meningkatnya pengelolaan 

sumber dana bantuan sosial. 
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PERENCANAAN KINERJA 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

 

 

  

 

2. Pohon Kinerja 

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial telah menyusun program dan kegiatan di setiap Unit 

Kerja Eselon II dengan mengacu pada Indikator Kinerja yang ada pada 

Perjanjian Kinerja Unit Eselon I yang pencapaiannya didukung oleh Unit 

Kerja Eselon II yakni:  

 Direktorat PSPKKM  

Å Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial  

Å Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial   Direktorat PSDBS  

 

 Direktorat PSDBS 

Å Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang 

dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

  Direktorat K2KRS  

Å Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif 

dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial  

 Direktorat PKAT  

Å Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya  

 

 

 

 

1 Meningkatnya 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 
yang partisipatif 

Persentase (%) PSKS 
perorangan yang berperan aktif 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

70.00 % 

Persentase (%) PSKS 
kelembagaan yang berperan 
aktif dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

80.00 % 

Persentase (%) sumber dana 
bantuan sosial masyarakat yang 
dikelola untuk 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

75.00 % 

Persentase (%) peningkatan 
pihak yang berperan aktif 
dalam pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan 
dan kesetiakawanan sosial 

1.00 % 

2 Meningkatnya 
kemandirian 
warga KAT dalam 
pemenuhan 
kebutuhan 
dasar 

Persentase (%) warga KAT yang 
meningkat kualitas hidupnya 

45.55 % 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 
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PERENCANAAN KINERJA 

3. Kegiatan Pokok 

Sasaran Strategis dengan indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial dicapai melalui kegiatan-kegiatan pokok sebagai 

berikut:  

 

 

Program dan kegiatan disusun secara bertingkat menggunakan pohon 

kinerja. Berikut bagan pohon kinerja antara Unit Kerja Eselon I dan Unit 

Kerja Eselon II:  

  

1 Meningkatnya 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
sosial yang 
partisipatif 

Persentase (%) PSKS 
perorangan yang berperan 
aktif dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

- Pemberdayaan TKSK 
- Pemberdayaan PSM 
- Pemberdayaan Peksos 

Persentase (%) PSKS 
kelembagaan yang berperan 
aktif dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

- Pemberdayaan 
LKPK/LK3 

- Pemberdayaan Karang 
Taruna 

- Pemberdayaan LKS 
- Pemberdayaan FCSR 
- Pemberdayaan SLRT 
- Pemberdayaan 
Puskesos 

Persentase (%) sumber dana 
bantuan sosial masyarakat 
yang dikelola untuk 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

- Penyelenggaraan UGB 
dan PUB yang memiliki 
izin 

- Penyaluran Hibah 
Dalam Negeri melalui 
Bansos 

Persentase (%) peningkatan 
pihak yang berperan aktif 
dalam pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan 
dan kesetiakawanan sosial 

- Penanaman dan 
penguatan nilai K3S 
melalui sosialisasi, serta 
pelaksanaan rangkaian 
Harwan dan HKSN 

 

2 Meningkatnya 
kemandirian 
warga KAT dalam 
pemenuhan 
kebutuhan 
dasar 

Persentase (%) warga KAT 
yang meningkat kualitas 
hidupnya 

- Persiapan, 
Pemberdayaan, 
Terminasi, Purnabina 

- Pemberdayaan 
Pendamping KAT 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN POKOK 
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BAB III  
AKUNTABILITAS 

KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

B. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 

PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA 

C. CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2019 

D. EVALUASI DAN INOVASI 2019 

 

17 
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Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial yang partisipatif 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar 

  
IK 1 

Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

Target  : 70% Realisasi : 100%  Capaian  : 142.86% 

 
  
IK 2 

Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Target  : 80% Realisasi : 99.33%  Capaian  : 124.16% 

 

  
IK 3 

Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola 

untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Target  : 75% Realisasi : 133.63%  Capaian  : 178.18% 

 

  
IK 4 

Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian 

nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 

Target  : 1% Realisasi : 12.99%  Capaian : 1.299% 

  
IK 5 

Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya. 

Target  : 45.55% Realisasi :97.57%  Capaian  : 214.20% 

 

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 

CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 2019 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Pengukuran Capaian Kinerja secara Berkala Per Triwulan Berbasis Teknologi Informasi 

Pelaporan dan Pengukuran 

Capaian Kinerja Ditjen 

Pemberdayaan Sosial telah 

dilaksanakan secara online 

dan berkala per triwulan 

dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 
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TKSK 7.201 orang 7.201 orang 

PSM 60.258 orang 1.695 orang 

Peksos 1.978 orang 120 orang 

LK3  565 lembaga 499 lembaga 

Karang Taruna 35.248 lembaga 1.695 lembaga 

Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 

12.266 lembaga 1.730 lembaga 

Forum CSR 34 lembaga 34 lembaga 

DATA 

PSKS Perorangan 
PSKS Kelembagaan 

PSKS POPULASI 
TARGET 2019 

PSKS POPULASI 
TARGET 2019 

50 70
130

50

20

60

20

2016 2017 2018 2019

Penumbuhan

Pengembangan

100 140
260

100

40

120

40

2016 2017 2018 2019

Penumbuhan

Pengembangan

Sistem Layanan Terpadu (SLRT) dan 

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 

Sampai dengan Tahun 2019 terdapat 5 SLRT Mandiri 

dan 6.226 Puskesos Mandiri 

Penyaluran Hibah Langsung Dalam Negeri 2019 

Rp83.151.626.000,- 

200.919 PPKS 

Rp33.704.703.000

Rp28.909.738.000

Rp12.627.650.0Χ

Rp7.909.535.000

LinjamsosDayasos PFM Rehsos

Populasi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

143.144 141.045 139.056 137.104 134.947

4.228
3.610

3.845
3.607

4.025

2.850 
5.567 7.321 9.511 11.250 

2015 2016 2017 2018 2019

Belum diberdayakan Sedang diberdayakan Sudah diberdayakan

AKUNTABILITAS KINERJA 
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Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDIKATOR 1 

Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

PSKS perorangan yang berperan aktif adalah PSKS perorangan yang telah diberdayakan dan melaksanakan 

tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS Perorangan terdiri dari Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pekerja Sosial (Peksos).  

70%
100%

Target 2019 Realiasi 2019

Realisasi Kinerja Tahun 2019 

1,63%

51,51%
73,06%

100%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Capaian Kinerja= Realisasi/Target 

142.86 % 

Perhitungan persentase kerlibatan PSKS Perorangan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial 

didapatkan dengan cara berikut: 

% Keterlibatan PSKS Perorangan = Jumlah yang diberdayakan / Target * 100 

 

90%
75% 80%

100% 100% 100%

TKSK PSM Peksos

Target 2019 Realiasi 2019 TKSK 

Target Pemberdayaan: 7.201 orang 

PSM 

Target Pemberdayaan: 1.695 orang 

Peksos 

Target Pemberdayaan: 120 orang 

AKUNTABILITAS KINERJA 
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